. fuleigtmslahaan i A

o : Abstrak

Penelzfzan mz berz‘u_;uan um‘uk mengkcg]z éme'?ja pelayanan Saz‘uan Intelkam Polres Bzm_;amegam dalam
pener&zz‘an Sumz‘ Kez‘emngan Catatan quolzszan (SKCK). Penelu‘zan zm menemukan babwa prasedur.
pelayanan oleh satuan intelkam tersebuf menjadz rzgukan dcm panduaﬂ serta tolak uéurpelayanan perzerbzz‘an
SKCK Pela%sanaan pelayanan penerbu‘an SKCK oleh Sm‘uan Irztelfeam z‘elab dz[aﬁmnaéan sesuai dengan
pammez‘er pelayanan pub!z,é yang. diterbitkan pemermtab dan kuaitas pelayanan przma yang. dzkemulza}éa?z
oleb para abli. Faktor yang mempengarubz pelayanan pener&zmn SKCK dari sisi zntema[ antam Iam
masz/J ter&m‘amya Jumlab personel, sarana prasamna yang kumng memadaz dzanmmnya ruangan tun ggu
darz alat tulis yang tidak tersedia. Semem‘am ﬁziztor yang mempengambz pela_yanan Pener&zmﬂ SKCK darz
sist eku‘emal am‘czm lazn pemabaman masyamkaz‘ z‘erlsadap syamt dan prosedur pelayanan, serta mbapan
dalam  proses pelayanan dapat dztempub dengan fwaétu yang lebzb szngkat sebmgga perlu pemng)éamn
sosmlzsasz

K__a:taf Kun_ci : :Ki_'h'érja, pelayanan, saman.i_ntel_kam, SKCK | |

Pendah uluaﬁ - A - komprehensif yang terkenal untuk reformasi
' kelembagaan yang luas. Reformasi Birokrasi
Latar Belakang : adalah menataulang,merubah, menyempurnakan

dan memperbaiki birokrasi agar menjadi lebih
bersih, efisien, efektif dan produktif (BEEP).

Secara umum tujuan dari Reformasi Birokrasi

Saat ini, momentum reformmasi layanan sipil,
atau birokrasi, sangatlah kuat dalam pengelolaan
negara Indonesia. Banyak lembaga di tingkatan
pemerintah yang berbeda mengimplementasikan
berbagai konsep reformasi. Prakarsa Reformasi
Birokrasi, yang  dikembangkan  dalam
Departemen Keuangan dan saat ini, telah

adalah membangun profil dan perilaku aparatur
negara yang berintegritas tinggi, produktif,
dan mampu memberikan pelayanan yang baik
kepada publik / masyarakat. Tujuan selanjutnya
adalah membangun birokrasi yang bersih,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam
melayani dan memberdayakan masyarakat.
Sasaran dari Reformasi Birokrasi itu sendiri
adalah mengubah pola pikir, mengubah budaya

Juleigtin Siahsan ; Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian STIK, Angkatan kerja dan men gub ah tata ke]_ola Pemeri ntg_han
VI, NIM 2016226012

diimplementasikan di beberapa lembaga negara
lain, di bawah dukungan Komite Nasional
untuk Reformasi Birokrasi, merupakan konsep

*

yang baik.
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- - penelitian terhadap biodata yangsudah ada

. Polri kepada seseorang warga masyarakat guna

L memenuhz permohonan dari yang bersangkutan

 ‘untuk suatu keperluan karena adanya ketentuan
_ -y_éng_ - mempersyaratkan, berdasarkan<"hasil
- sebelumnya tentang orang tersebut  (data
| ~tentang perilaku seseorang dalam lkaitannya
dengan tindak pidana dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lamnya serta pelanggaran
norma-norma kehldupan yang berlaku dalam
masyarakat termasuk keterkaitannya dengan
organisasi terlarang Sebagau organisasi publik
yang berwenang u__ntuk memberikan pelayanan
SKCK  kepada masyarakat, Polri memiliki
WéWehang untuk memberikan  pelayanan
penerbitan SKCK kepada masyarakat yang
meinerlukannya Namuri selama ini menurut
Chryshnanda, “Pelayanan Polri pada umumnya
masih belum memuaskan masyarakat karena
prosedur yang berbelit belit, pemberian
pelayanan yang lambat dan sering dengan biaya
yang mahal”. Berbagai keluhan dari masyarakat
tentang pelayanan Polri ‘dirasa masih banyak
terjadi.

Sebagai salah satu aparatur negara, Polri
diberi wewenang guna melaksanakan tugas
pokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 2 Tzhun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,
Terkait
dengan fungsi memberi pelayanan kepada
masyarakat, Polri harus selalu memberikan
pelayanan  terbaik kepada masyarakat. Hal
ini ditegaskan pula melalui Surat Keputusan
Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara

dan pelayanan kepada masyarakat”.

f e rut  Surat Keputusan Kapoln_:_-
Sy Nomor Skep/816/1X/2003 Surat’ Keterangan"'”'
e '_.'_Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan sebuah
. surat. keterangan resmi yang diberikan “oleh
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: '-' Kmerja Pelayanan Satuan Imelka.m Polres Banjamegara éalam Pene:bxtan SKCK.

: 'Nomor KEP/25/M PAN/2/2004. .

' Pedoman “Umum Penyusunan S
'Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi .
‘Pemerintah,  yang = menyebutkan bahwa

kebl}a_kaﬂ pendayagunaan = aparatur negara L :
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

harus “dilaksanakan secara konsisten dengan
memperhatikan  kebutuhan dan  harapan
masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah
kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara
cepat, tepat, murah, terbuka, sederbana dan
mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif,
Salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh

_Polri _kepada masyarakat adalah dalam hal

penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK).Kewenangan Polri untuk mengeluarkan
SKCK tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf
k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang
menyatakan: “Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan lainnya berwenang mengeluarkan
surat izin dan/atau surat keterangan yang
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat”,
Secara khusus penerbitan SKCK oleh Polri
dituangkan melalui Surat Keputusan Kapolri
Nomor Skep/816/IX/2003 tentang Naskah
Sementara Petunjuk - Lapangan Penerbitan
Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dimana
disebutkan bahwa “Surat Ketefangan Catatan
Kepolisian sebagai pengganti Surat Keterangan
Berkelakuan-Baik yang diberikan Polri kepada
anggota masyarakat adalah merupakan salah
satu sarana pelaksanaan tugas pokok Polri
dalam memberikan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan masyarakat”. SKCK merupakan
sebuah surat keterangan resmi yang dikeluarkan
Polri khususnya melalui unit kerja di Satuan
Intelkam. SKCK diterbitkan oleh Polri atas
permintaan seseorang karena yang bersangkutan
memerlukan sebagai salah satu persyaratan
yang ditetapkan dalam hubungannya dengan
pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk
itulah, dalam kenyataannya SKCK sangat
dibutuhkan bagi masyarakat untuk menunjukkan

Indeks




- pengurusan pasport . dan sebagmnya Pelayanan'-.
. 'SKCK - secara langsung telah - menciptakan .

'kebutuhan akan jasa pelayanan Polri, yakm

"_"-"'antara Satuan Intelkam Polres Ban_]arnegara"\
- sebagai penerbu: SKCK dengan rnasyarakat_ '.
: --sebaga1 penggunajasa SR =

Menghadap1 tuntutan masyarakat yang
semakm meningkat terhadap pelayanan SKCK,
setiap petugas. yang’ terkait dengan pelayanan
SKCK = harus - mampu . - mengakomodasikan
tunttan - masyarakat, -
- Banjarnegara . kepada

bé:b_agai ‘Harapan

. Polres
Banjarnegara; - dalam = pengurusan - SKCK
membutuhkan kemampuan profesional = dari
setiap petugas agar dapat memenuhi standar
kualitas = pelayanan = publik guna mencapai
layanan yang prima. Pelayanan SKCK yang
diselenggarakan oleh Satuan Intelkam Polres
Banjarnegara . memiliki arti penting - dalam
memberi layanan terbaik kepada  masyarakat.
Peran Satuan Intelkam Polres Banjarnegara
guna memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat melalti pelayanan - cepat,.. tepat
waktu, dan berkualitas mencerminkan bentuk
Polri
tugas-tugas kepolisian sesuai,_dengan harapan
masyarakat. Oleh sebab itu “apabila jasa
pelayanan SKCK kepada masyarakat sertasikap

masyarakat

profesionalisme dalam - melaksanakan

petugas di Satuan Intelkam Polres Banjarnegara
belurn mencerminkan profesionalisme, dapat
mengurangi kepercayaan serta ketidakpuasan
masyarakat pelayanan Polri. Sebagai
data awal jumlah personel Satuan Intelkam
Polres Banjarnegara berjumlah 22 (dua pulub)
orang, sementara yang melayani penerbitan
SKCX berjumlah 4 (empat) orang. Disamping
melaksanakan tugas pelayanan penerbitan
SKCK terlibat pula dalam pelaksanaan tugas
piket fungsi. Produktivitas penerbitan SKCK
oleh Satuan Intelkam Polres Banjarnegara tahun
2012 menerbitkan SKCK 11.277 lembar; tahun

atas

- adanya Jannnan atas _]at1 diri pemohon guna T
":agar memperoieh kesempatan mencari - kerja,

SKC _-.11 277 i-lembar Dukungan .--OPSnal ATK' ¥
' :dxrasakan masih kurang, karena setiap . pemohon-_'-':
dicetak 2 kah, ruangan . untuk pelayanan
"berukuran 3X3 M ‘yang dﬂengkap1 2 (dua) unit
'komputer +,printer, sementara ruang tunggu 3 X
7ML Dalam pelayanan penebs.tan SKCK rmasih
menemui kendala berkaitan dengan sarana kerja
antaralaindatabase residivisdan DaftarPencarian
Orang (DPO) yang sumber datanya dari Satuan
Reskrim.' Upaya pembenan pelayanan SKCK
membutuhkan ketrampdan dari ‘anggotfa Saman
Intelkam Polres Banjarnegara di bidang teknis
dan administratif serta ketersediaan sarana
pendukung selama proses penerbitan SKCK. .
Untuk ity, sudah menjadi tantangan khusus
bagi Satuan Intelkam Polres Banjarnegara
agar dapat menjalankan perannya untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik
dalam rangka mewujudkan profesionalisme
kinerja Polri. Kemampuan profesional setiap
petugas yang berada di Unit Pelayanan SKCK
merupakan harapan dari masyarakat ‘untuk
mendapatkan layanan terbaik selama mengurus
SKCK di Satuan Intelkam Polres Banjarnegara.
Atas tuntutan tersebut, setiap petiigas di Unit
Pelayanan SKCK harus mampu menjalankan
perannya hingga tercipta kepuasan dari
masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut yang
menjadikan-ketertarikan penulis adalah untuk
lebih mendalami manajemen pelayanan publik
dalam proses pelayanan penerbitan SKCK
yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres
Banjarnegara berdasarkan kualitas pelayanan

Polri,

Permasalahan

Permasalahan  pokok yang  menjadi
bahasan penulis dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana Kinerja Pelayanan Satuan Intelkam
Polres Banjarnegara Dalam Penerbitan Surat
Catatan (SKCK})?

Keterangan

Kepolisian
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. ._':_dalém .. peﬁehuan “iniy
: .'_'tersebut dsjabarkan dalam persoaian sebagal__
L '__'-_iberlk.ut

1t ;_e‘mh mendalarm permasalahan
pokok permasalahan

.ﬁ':_'-:f-1) Bagaxmanakah B prosedur _Pelajrépaﬁ
penerb.ttan SKCK> IR

5 2) Bagalmanakah kuahtas pelayanan penerb1tan
. “SKCK - oleh Satuan Intelkam Polres
Banjarnegara? ' ' '

:  3) Faktor-faktor apa yang rnempenga,rum
| peiayanan SKCK/ oleh Satuan Intelkam
Polres BanjarnegaraF' -

Tujl__lan Pe'n_elitian

*Tujuan dari penehnan yang dilakukan oleh
-penults adalah '

a.. Untuk mengetahm manajcmen pelayanan
_ .p_ub_hk_ dalam pelayanan penerbitan

" SKCK oleh. Satuan Intelkam - Polres
“"Banjamegara Untuk lebih menajamkan
“penulis dalam penelitian ini, maka  tujuan
* penelitian - dalam sknpsz ini dijabarkan
'sebagal berikut:

1), Untuk mengetahui prosedur penerbitan
SKCK yang dilaksanakan

2) Berusaha untuk mengetahui Kualitas
pelayanan SKCK yang diberikan Satuan

Intelkam Polres Banjarnegara.

- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pelayanan SKCK oleh

Satuan Intelkam Polres Banjarnegara.

Untuk /
saran  mengenai  kondisi faktual yang
ditemukan di lapangan guna perbaikan atau
penyempurnaan

memberikan  rekomendasi

Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis,
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e chlj]a Pe!ayanan Satuan Intelkam Polres s Banjarnegara dalam Penerbmm SKCK S

dlharapkan mempunya.t manfaat yang terdiri .
dan manfaat “teoritis  dan praktls Pertama,

' diharapkan -
. dapat membemkan kontribusi dalam rangka
Kedua, .= =
penelitian yang ~dilakukan ini diharapkan -
perkembangannya dapat menjadi masukan serta .

secara - teoritis penclitian  ini

pe_n_gembanga_n_ ilmu  Kepolisian.

tcmuan -temuan

diperoleh yang
inspirasibagi kajian-kajianilmmiKepolisian secara
teoritis. Ketiga, penelitian ini juga. diharapkan
dapat dipergunakan untuk menambahireferensi
terutama untuk kajian-kajian di bidang. ilmu
Kepolisian. Selain itu hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi referensi untuk
penelitian-penelitian yang relevan dengan
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini,
Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan
mampu memberi masukan bagi pimpinan Polri
baik di tingkat Markas Besar maupun di tingkat
kewilayahan yang terkait dengan masalah yang
dibghas dalam  penelitian ini untuk bahan
pengambilan kebijakan, terutama dalam hal
memberikan pelayanan kepada masyarakat
sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Polri.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini, terkait dengan
prosedur penerbitan SKCK yang' dilaksanakan,
kualitas  pelayanan  SKCK' yang diberikan
oleh Satuan Intelkdm Polres Banjarnegara,
dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam
pelayanan penerbitan SKCK.

Kajian Literatur
Kepustakaan Penelitian

Dalam penelitian ini kepustakaan penelitian
yang ada berupa hasil laporan penelitian sejenis
yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini

disebutkan oleh John W. Creswell (2002: 18)
karena memiliki beberapa tujuan, yakni:

“(1) memberitahukan pembaca tentang
hasil-hasil penelitian lain yang berhubungan




| ";'_dan
'_sebclurnnya, (3) membenkan kerangka untuk_. '
E _menentukan 31gn1ﬁkas1 pcnehnan danj Juga acuan
©untuk membandmgkan hasﬁ suatu penelman .

yang leb1h luas dan berkesmambungan tcntang'
- suatu top1k dalam pustaka mengisi. kekurangan o
penehnan penehnan :

memperluas o

. _'dengan temuan temuan lam

. Untukmemperkuatpemﬂ.tsan 1m, dan sesual

' '-dengan tujuan - kepustakaan penelitian, penuhs
mempergunakan ¢ hasil penelitian - terdahuly,
- khususnya yang terkait dengan pelayanan Polri
di Indonesia dalam penerbitan SKCK sebagai
bahan acuan serta perbandingan. Kepustakaan
penelitian dilakukan terhadap studi atau hasil
penelitian yang sudah - dilakukan - sebelumnya
dengan - persoalan yang memiliki kesamaan
dengan-tema yang diangkat dalam penelitian
skripsiini.Kepustakaan penelitianyang dimaksud
yaitu skripsi karya Hadi Wiyono dengan judul
“Pelayanan - Penerbitan - Surat Keterangan
Catatan Kepolisian Kepada Masyarakat oleh
Satuan Intelkam Polres Bitung”. (Hadi Wiyono,
2004: 13-59) dan skripsi karya Andy Hermawan
dengan judul “Pelayanan penerbitan 'Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Kepada
Masyarakat di Satuan Intelkam Polres Cimahi”.
(Andy Hermawan, 2004: 11-109).

Kepustakaan Konseptual

Teori Analisis SWOT
 Menurut  Freddy Rangkuti, analisis

SWOT adalah identifikasi berbagai faktor
secara sistematis untuk merumuskan strategi
perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika
yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength)
dan peluang (opportunity), namun secara
bersamaan dapat meminimalkan kelemahan
(weaknesses) dan ancaman (threats). Proses
pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan
dengan pengembangan misi, tujuan, strateg,
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dalam kond1s1 yang ada saat ini. F aIHJm disebut_..
.-sebagm ana].t51s situasi: Model yang. pahng_--_"'--

populer untuk anahszs situasi * adalah, analisis - -
SWOT. Ana.hsm SWOT" d1gunakan untuk
. _'menganahsa faktor-faktoi‘ yang mempengaru}u

' :'strateg1 plmpman ;

dalam _mengantisipasi
pengaruh globahsas1 terhadap perkembangan'

"Kamtibmas SRS

Teon KomPetensl . 5

 Kompetensi ~adalah sebagal karaktenstlk
yang mendasari seseorang ~ dan berkaitan
dengan cfektivitas kinerja “individu dalam
pekerjaannya. (Mitrani, 1992) Dalam rangka
pembinaan personel secara profesional, beberapa
organisasi termasuk organisasi publik seperti
halnya Polri di negara maju telah menunjukkan
keberhasilan dengan menggunakan praktek
pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang
cfektif melalui cara peningkatan keterampilan
dan keahhan SDM organisasi. Sehubungan
dengan hal tersebut Prayitno, (Pryitno, Tim
Penulis BKN. 2003) mengungkapkan bahwa
Kompetensi merupakan kemampuan seseorang
dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam
pekerjaannya. Dimana kompetensi seseorang
dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang
dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan
dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu
masalah. Adapun standar kompetensi menurut
Prayitno mencakup tiga hal, yaitu yang disingkat
dengan KSA:

1) Pengetahuan (Knowledge ), yaitu fakta dan
angka dibalik aspek teknis

2) Keterampilan (Skills), yaitu kemampuan
untuk menunjukan tugas pada tingkat
kriteria yang dapat diterima secara terus
menerus dengan keglatan yang paling sedikit




kap (4 z‘zz‘ude), “yaitu - yang ds,tunjukan

epada elanggan dan orang lain bahwa

...,.-__yang bersangkutan mampu berada dalam
hngkungan kcr_;anya axt

'.:_-:Teon Evaluas: Kmega

Evalua31 kmerja merupakan baglan
: csensmi dan manajemen khususnyamanajemen
_ 'sumber daya manusia. Evaluasi kinerja pada
.dasarnya 'dllakukan untuk mengetahm sejauh
mana kadar profcsmnahsme SDM. Penilaian
kinerja dimaksudkan untuk menilai dan mencari
jenis perlakuan yang tepat sehingga SDM dapat
berkembang lebih cepat sesuai dengan harapan.
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (Anwar,
2005) mendefinisikan bahwa evaluasi/penilaian
kinerja adalah suatu proses yang digunakan
pimpinan untuk menentukan apakah seorang
personel melakukan pekerjaannya sesuai dengan
tugas . dan -tanggung jawabnya. Selanjutnya
Anwar  Prabu | Mangkunegara menyatakan
bahwa kegunaan dari evaluasi kinerja sumber
daya manusia adalah :

D Sebagal dasar dalam pengambilan
keputusan yang digunakan untuk prestasi,
pemberhentian dan besarnya balas jasa

2) Untuk mengukur sejauh“wmana seorang
~karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya

3) Sebagai dasar mengevaluasi efektivitas
seluruh kegiatan dalam perusahaan

4) Sebagai dasar untuk mengevaluasi program
latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode
kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan,
kondisi kerja dan pengawasan

5) Sebagai indikator untuk menentukan
kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang

ada di dalam organisasi

6) Sebagai kriteria menentukan, seleksi, dan
penempatan karyawan
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7) Sebagai alat  memperbaiki
mengembangkan kecakapan karyawan

8) Sebagai dasar untuk memperbaiki atau o

- mengembangkan uraian tugas (job description)

Konsep Surat Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK)

Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) adalah surat keterangantresmi yang
diberikan oleh Polri kepada seseorang warga
masyasakat guna memenuhi permohonan dari
yang bersangkutan untuk suatu keperluan karena
adanya ketentuan yang mempersyaratkan,
berdasarkan hasil penelitian terhadap biodata
yang sudah ada sebelumnya tentang orang
tersebut (data tentang perilaku seseorang
dalam kaitannya dengan tindak pidana dan
ketentuan  peraturan
lainnya  serta

perundang-undangan
pelanggaran  norma-norma
kehidupan yang berlaku dalam masyarakat,
termasuk  keterkaitanya dengan organisasi
terlarang). (Surat Keputusan Kapolri No. Pol:
Skep/816/1X/2003 tanggal 17 September
2003 tentang Naskah Sementara Petunjuk
Lapangan Penerbitan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian). Sebelumnya SKCK bernama SKKB
(Surat Keterangan Kelakuan Baik), namun
setelah diterbitkan TR 164/V1/2003 tanggal
11 Juni 2003 tentang Juklak Kapolri No. Pol:
Juklak/27/VIT/1991 tanggal 9 Juli 1991 istilah
SKKB telah direvisi menjadi SKCK. Dalam
Juklak tersebut diantaranya disebutkan bahwa:
(2) Sebutan SKKB diganti menjadi SKCK; (b)
Konsep naskah Juklak Kapolri yang baru diatur
penerbitan SKCK mulai dari tingkat Mabes
s/d Polsek; (c) Tata cara pengisian SKCK sama
dengan SKKB.

Konsep Pelayanan Prima

Program pelayanan kepada pelanggan
dengan bertitik tolak dari konsep kepedulian
kepada  konsumen

terus  dikembangkan




:melaksanakan strategl pemasaran

: menunjukkan ‘besaran pelayanan yang -diberikan.

Atep Adya Barata (2003:31-32) mengemukakan :

‘budaya pelayapan prima berdasarkan - pada
konsep A6, yakni mengembangkan pelayanan
prima . -dengan ' menyelaraskan . faktor-faktor
Ability_ (kemampuan), Attitute  (sikap),
Apperance (penampilan), Attention (perhatian),
Action (tindakan),dan Accountability (tanggung
jawab). Lebih lanjut keenam konsep tersebut
dijelaskan Atep Adya Barata dengan: Pertama,
kemampuan (ability) adalah pengetahuan.dan
ketrampilan tertentu yang mutlak diperlukan
untuk menunjang program layanan prima, yang
meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang
ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif,
mengembangkan motivasi, dan menggunakan
pu&?fc relationssebagaiinstrumen dalam membina
hubungan ke dalarmn dan ke, luar organisasi
/ perusahaan. Kedua, sikap (az//fude) adalah
perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan
ketika Ketiga,
penampilan (eppearance) adalah penampilan

menghadapi  pelanggan.
seseorang, baik yang bersifat fisik saja maupun
fisik dan non-fisik, yang mampu merefleksikan
kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak
lain. Keempat, perhatian (attention) merupakan
kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang
berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan
dan keinginan pelangan maupun pemahaman
atas saran dan kritiknya. Kelima, tindakan
(action) adalah berbagai kegiatan nyata yang
harus dilakukan dalam memberikan layanan

ary .3--: (czccﬁém‘abz!z{y) adaiah suatu sxkap: keberplhaka'

:'3.-_kepada pelanggan sebagal-wujud kepeduhan.'f- >

_'memenangkan persamgan Kepeduhan kepada -- S

P anggan . dalam manajemen modern telah_.: 3-kerug1aniatau ket1 dakpuasan_ "'eianggan

':'_'_'dlkembangkan menjach suatu - pola 1ayanan" . i

. terbaik ; yang. disebut sebagal layanan prima atau 3':K0ns Prose dur. '
SRS pelayanan prima’ (ser‘vzce excellem‘) (Atep Adya_ i 'P

Lo Barata, 2003: 25) Untuk dapat men11a1 sejauh_ o
~‘mana kuahtas pelayanan pubhk yang. dlbenkan_

=.-.::oieh aparatur negara; pcrlu ada kriteria yang

Menurut Muhammad Ah (2000 325).][-_:'
-'_'“Prosedur adalah ‘tata cara kerJa atau cara'_
'menjalankan suatu peker_;aan Menurut Armn o
‘Widjaja (1995 83) “Prosedur adalah sakumpulan : }'
bagian yang sahng berkaitan rmsalnya orang,_'_
jaringan . gudang yang “harus dilayani dengan
cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan
pada gilirannya akan mengirimkaﬁ' pelanggan
menurut proses tertentu’. Sedangkan menurut
Kamaruddm (1992 836 — 837) “Prosedur pada
dasarnya adalah suatu susunan yang teratur
dari kegiatan yang berhubungan satu sama
lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitém
mciaksanakan dan memudahkan kegiatan utama
dari suatu organisasi”. Sedangkan pengertian
pr_o__s.edur_ menurut Ismail masya (1994 : 74)
mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu
rangkaian tugas-tugas yang saling bethubungan
yang merupakan urutan-urutan menurut waktu
dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu
pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang”.

KonsepPelayanan Kepolisian

Bahasa

mengartikan pelayanan sebagai “Perbuatan atau

Kamus Umum Indonesia

cara melayani secara cepat dan memuaskan’.
(W].S Poerwadarminta, 1976: 573). Sedangkan
dalam Kamus Besar Bahasa Indoenesia terbitan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
pelayanan diartikan dengan “Perihal atau cara
melayani dengan kemudahan yang diberikan
sehubungan dengan jual beli barang atau jasa”.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 504).
Berdasarkan penjelasan dari kedua definisi ini
dapat dikatakan bahwa pelayanan menekankarn
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N an' kcpada customer
harapan ‘Dalam -
-1’menekankan pada pclayanan
oleh Polri. Farouk Muhammad,

enjelaskan: 'Pela}?anan kepohsmn (publzc sermce)

penelitian

i mengandung pengertian yang 1 menekankan pada_

su’byek (polisi) dan seks.hgus membata51 bahwa
s -:?-layanannya adalah j jasa {fungsi kepolisian). Ini
- berarti pelayanan oleh pohs1 kepada masyarakat
" tidak mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan
:masyarakat tetapi. terbatas pada. hal-hal. yang
~ berkaitan dengan fung31 kepolisian.... (Faraouk
' '_Muharnmad &Djaah 2003:134).

Konsep Kmex]a Orgamsasx Publik

" "Pembahasan mengenai kinerja tidak bisa
lepas dari masalah pelaksanaan tugas atau
operasi. orgamsa31 Fynn (1986), Jackson dan
Palmer (1992), maupun Bryson (1995) seperti
dikutlp oleh Kurniawan (2005: 46) mempunyai
pandangan yang sama mengenai  kinerja
organisasi, yakni harus dikembalikan pada
apa alasan dan tujuan dari dibentuknya suatu
organisasi. Bagi organisasi privat yang tujuan
pembentukannya adalah)produksi barang dan
jasa untuk mendapatkan profit, maka ukuran
kmexjanya adalah seberapa besar ia mampu
berproduksi (productivity) atau seberapa besar
keuntungan yang berhasil diraih (economy).
Berbeda dengan organisasi publik yang ukuran
kinerjanya sangat tergantung dari tujuan dan
misi dibentuknya organisasi tersebut. Bila dikaji
dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi
publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan
kepentingan publik, maka kinerja organisasi
publik baru dapat dikatakan berhasil apabila
mampu dalam mewujudkan tujuan dan misinya.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan
kualitatif. Metode penelitian yang digunakan
adalah studi kasus dan metode evaluasi. Teknik
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_.pengumpulan data dilakukan . dengan cara i i
: observam,wawancara danstudi dokumen, Tckmk e
anahsm data dﬂakukan dengan tnangulasx data o
: dengan menganahms keterkaitan antara hasil
observas:., ‘wawancara, serta berbageu dokumen
-yang terkait pelayanan penerbitan  SKCK. U
Informa31 selama penelitian . diperoleh  dari - R
berbaga1 1nforman Informan diperlukan untuk = -
menggali informasi tentang : prosedur pelayanan o
penerbltan SKCK, kualitas pelayanan penerbitan
SKCK, dan faktor-faktor yang mempengaruhi

dalam peiay_anan SKCK oleh satuan intelkam
polres banjarnegara. Informan pada penelitian
ini adalah :

1) Personel Polri pada Direktorat Intelkam
Polda Jateng (Dir Intelkam dan Kasi Yanmin)

2) Kasatker di institusi kepolisian (Kapolres
Banjarnegara dan Kasat Intelkam)

3) Personel Polri pada satuan intelkam (para

anggota yang bertugas melayani penerbitan
SKCK)

4) Para aparat pemerintahan pada instansi
samping (para lurah dan camat yang terdapat
di dalam kota banjarnegara)

5) Para masyarakat yang menerima pelayanan

penerbitan SKCK

Temuan Dan Pembahasan

Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Selama penclitian, penulis mencari data
dengan melakukan observasi dan wawancara
di Satuan Intelkam Polres Banjarnegara yaitu
dengan Kasat Intelkam, personel yang berada di
Unit pelayanan penerbitan SKCK, masyarakat
pemohon SKCK sebanyak 4 (empat) orang, Dir
Intelkam Polda Jateng, Kasi Yanmin, dan aparat
pemerintah setempat (para lurah dan camat).
Selain itu penulis juga melakukan studi dokumen
terhadap prosedur pelayanan penerbitan SKCK




Ay darl be 'erapa mforrnan ad la __sebagaz berlkut

T a Proseéur pelaYanan

| .' 1) Sosm.hsasx

B 2) ':Surat-surat

Menurut D1r Intelkam,

S -Yanmm

persyai‘atan -

S i Kapolres _
i Ban_]arnegara Kasat Inte]kam dan Ka51 %

penerbitan S

-_SKCK telah d;lakukan secara rutin

L .'-.:-melalm para kan]_t d1 tmgkat POESCk

: edaran terkalt p_roses
il ."persyaratan SKCK telah disebarluaskan
. baik kepada para Lurah, camat- dan di

: t.mgkat Polsek . - = e

- 3) | .Penjelasan tertulis rhauﬁuﬁ hsan féﬁﬁang
R :mekamsme prosedur penerb1tan SKCK
o sudah disampaxkan kepada masyarakat

-~ 4) - Prosedur yang harus dilaksanakan oleh
~ pemohon SKCK pada dasarnya harus
~ melalui 2 (dua) sistem yang terpisah
yaitu - sistem pelayanan penerbitan
- SKCK (chlayam oleh satuan intelkam)
dan  sisternidentifikasi (chlayam oleh
satuan reskrim) - o

M_enurut p'ara personel yang bertugas
melayani penerbitan pelayananSKCK bahwa
penjelasan tertulis maupun lisan “tentang
mekanisme prosedur penerbitan SKCK juga
sudah disampaikan kepada masyarakat. Hasil
wawancara dengan para masyarakat pemohon
SKCK diperoleh informasi diantaranya :

1) prosedur penerbitan SKCK dalam
bentuk bagan alir (flow chart) telah

terpampang di dinding loket ruangan
pelayanan SKCK

2) Penjelasan lisan terkadang diberikan
oleh petugas namun juga terkadang
tidak diberikan
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o ffdllaksanakan .oleh pemohdn SKCK akan'

'_rnembuat repot pemohon ity sen(hn _dan i

bukan malah membuat rmgkas urusan. Hal

ini akan membuat panjang birokrasi yang
harus dilakukan pemohon SKCK dimana

~ sebelum pemohon mengurus SKCK di ruang
"'pelayanan SKCK pemohon harus terlebih
"':dahulu mengurus sidik jari dan harus
~ mendaftar ‘kembali pada unit identifikasi

dengan persyaratan yang telah ditentukan

oleh unit zden’aﬁkam Menurut penulis
'prosedur pengurusan 'SKCK tersebut dapat
~ berjalan Jebih baik lggi _apa_bala_ antar kedua
“unit yaitu identifikasi dan unit pelayanan
penerbitan SKCK menggunakan/jaringan/

tél__mblogi komputerisasi yang/terintegrasi
schingga jika data pemohon t€lah didata oleh
salah satu fungsi/unit maka data tersebut
dapat diperoleh/diakses dengan cepat dan
mudah..Hal ini akan membuat prosedur
penerbitan SKCK tidak menjadi bertele-tele
dan lebih akurat.

. Waktu penyelesaian

dengan waktu penyelesaian
dalam  pembuatan SKCK,
informasi yang diperoleh dari para personel
yang bertugas melayani penerbitan SKCK

Berkaitan
pelayanan

yaitu tergantung dari kelengkapan persyaratan
pembuatan SKCK. Informasi yang diperoleh
dari para masyarakat pemohon SKCK bahws
waktu penyelesaian pembuatan SKCK bisa
sampai 1 hari. Dari hasil pengamatan yang




glatan. : dlnas d1 iuarflapangan, petugas

o o pelayanan SKCK yang tidak menepatz jam
- kerja, petugas pelayanan SKCK yang tidak
':"-_::'menepan jam zsnrahat dan ketldaktahuan

- '.'.darl pemohon SKCK tcntang cara peng131an
formuhr SKCK

] .--:B1aya pelayanan -

- "_'B:aya pembuatan SKCK yang dikenakan
" ‘menurut pcmohon SKCK pada Satuan
Intelkam Polres Banjarnegara dinilai wajar
 (Rp 10.000,1) dan sesuai dengan kondisi
'_ 'perekenorman masyarakat Banjarnegara.
“Terkait dengan biaya pelayanan dalam
pcrnbuatan penerb1tan SKCK oleh petugas
~pelayanan pada, Satuan Intelkam * Polres
"'Banjarncgara 'dengé.n mengacu pada hasil
‘teruan penehnan diketahui bahwa biaya
_pembuatan SKCK berdasarkan PP No. 50
Tahun 2010, tentang Penierimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) SKCKUsebesar Rp.
10.000,-.

. Produk pelayanan
Produk pelayanan akan dinilai baik apabila

produk pelayanan tersebut sesuai dengan
harapan masyarakat penerima pelayanan.
Masyarakat penerima pelayanan tidak
komplain terhadap produk pelayanan yang
diberikan oleh petugas pelayanan, baik dari
aspek kuantitas maupun kualitas produk,
Produk pelayanan SKCK yang diberikan
oleh petugas pelayanan SKCK pada Satuan
Intelkam Polres Banjarnegara kepada
masyarakat pemohon SKCK berdasarkan
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"-".hasﬂ temuan penehnan tergambar sudah'-.:jf-;__ e
- sesuas. dengan ketentuan yang ditetapkan,
~Hal ini ~dapat -dibuktikan dengan tidak =

diterukannya komplain dari penerima
pelayanan sebagaimana standar kuantitas & .

. Sarana dan prasarana

Dari X hasil te_m__uan penelitian,
memperoleh gambaran melalui pengamatan,
wawancara, dan studi dokumen 'bahwa
masih. terdapat kekurangan terkait sarana
dan prasarana yang disediakan oleh Satuan
Intelkam Polres Banjarnegara. Kekurangan-
kekurangan dimaksud meliputi : belum
tersedianya mesin fotocopy yang diperlukan
dalam pelayanan penerbitan SKCK, belum
tersedianya ruangan khususyang representatif
untuk pengisian formulir, belum tersedianya
alat tulis yang diperlukan oleh pemohon
SKCK dalam pengisian formulir dan belum
tersedianya gudang penyimpanan berkas
permohonan SKCK yang representatif.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Dari  hasil penulis
memperoleh gambaran melalui‘pengamatan,
wawancara, dan studi .dokumen bahwa
petugas pada unit pelayanan SKCK Satuan
Intelkam ™ Polres

sepenuhnya

temuan _ penelitian;

Banjarnegara  belum
menampilkan  kompentensi
petugas pemberi pelayanan yang seharusnya.
Hal tersebut dapat dibuktikan melalui
temuan di lapangan yaitu : petugas pelayanan
penerbitan SKCK belum pernah mengikuti
pendidikan kejuruan, penampilan petugas
pelayanan penerbitan SKCK belum seragam
masih  terlihat  menggunakan
kaos oblong dan sikap petugas pelayanan
penerbitan SKCK yang kurang komunikatif,

karena

+-dan mutw/kualitas produk pelayanan SKCK__".- '
v yang-telah-ditetapkan, oy

penulis




.::'_ ._-E:S tuan Intelkam Folres Ban_;ar' 'egar' S

a.'__' Kemampuan (abxilty)

E e 'fKualttas Peiayanan Penerbltan SKCK oleh

- ';.:'mengena;. tolak ukur kualitas pelayanan prima o
B '--__dapat d.thhat dan 6 (cnam) faktor mehpun . g

Dn‘.m}au dan faktor kemampuan (aézlzfy),
- .__""_"'_ma.ka suatu pelayanan dikatakan berkualitas
}1kapemgasyangmembenpelayananmemlhlq :

kemampuan, pengetahuan, dan keterampﬁan _

dalam membesikan pelayanan yang terbaik.
. Kemampuan' yang diperlukan dalam suatu
: :'ﬁpelayanan berkualitas mehput1 kernampuan
~dalam bidang kerJa d;tekum, melaksanakan
_ 'komumkasn yang efektif, mengembangkan
' “.motwaa dan menggunakan public relation
. sebagal instrumen dalam membina hubungan
" ke dalam dan ke 1uar orgamsa31 Berdasarkan
) 'hasﬂ temuan penehnan, penulis memperoleh
_ _gambaran bahwa masih terdapat keku:angan
| ::penhal kemampuan yang dimiliki olch
~ petugas pelayanan penerbitan SKCK Satuan
Intelkam Polres Banjarnegara. Kekurangan—
kekurangan tersebut meliputi : kemampuan
B komunikasi dari petugas yang masih kurang,
petugas pelayanan SKCK belum mengikuti
péhdidikan kejuruan “wdan  kurangnya
.S.oéiai_i_s_;aéi mekanisme penerbitan SKCK. Hal
ini tercermin dari pengamatan, Wawan'cara,
dan studi dokumen terhadap para personel
yang bertugas melayani penerbitan SKCK
serta Kasatker dalam hal ini Dir Intelkam
Polda Jateng , Kapolres Banjarnegara dan
Kasat Intelkam.

b. Sikap (attitude)

Ditinjau dari faktor sikap (atfifude), maka
suatu pelayanan dikatakan berkualitas
jika petugas yang memberikan pelayanan
memiliki sikap yang baik, ramah, dan sopan.
Sikap yang diberikan oleh petugas pelayanan
SKCK kepada pemohon SKCK merupakan

| 'b ':ntuk komumkaSJ,

;_.dan petugas dcmlklan sebahknya Sikap -
atau. er_ﬂaku ramah dan ‘bersahabat dapat;-i

terha_dap petugas: pelayanan maupun"" o

. pemgas pelayanan terhadap pemohon SKCK. L
.:_':_?-Perlakuan dlSim dapat diartikan b ahwa

_"ff_ﬁ'seiama proses penerbﬂtan berlangsung agar
~pemberi_ layanan harus menun_]ukkan 31kap o
_ | "_yangbaik sehmgga penenma pelayanan dapat
terbantu dan j juga, sebahknya, jika pemohon :
- '_"mematuhl peraturan yang ada maka pemberi
____'-pelayanan akan menghormatmya Dari hasil
:'temuan penehman chperoleh gambaran
bahwa 51kap dan penlaku petugas pelayanan
. SKIFKC Satuan Intelkam Polres Banjarnegara
sudah cukup baik. Hal ini terwujud dari
pemberian penghor_matan berupa sapaan
kepzida pemohon yang 'datang ke loket pada
saat ‘membuat SKCK. Dengan demikian
dilihat dari faktor 51kap (atz‘zz‘ude), kualitas
. 'peiayanan yang diberikan oleh Satuan
Intelkam Polres Banjarnega.ra dalam
memberzkan pelayanan telah diwujudkan
dimana petugas telah membérikan sikap
_yang ramah dan bersahabat’sesuai dengan
keinginan masyarakat. Hal ini tercermin dari
pengamatan dan.wawancara dengan para
masyarakat“pemohon SKCK maupun para
personel yang bertugas melayani penerbitan

SKCK.
c. Penampilan (appearance)

Ditinjau dari faktor penampilan {appearance),
maka suatu pelayanan dikatakan berkualitas
jika petugas yang memberikan pelayanan
mampu merefleksikan kepercayaan diri dan
kredibilitas dari pihak lain dalam hal ini
masyarakat pemohon SKCK. Penampilan
yang harus dimiliki oleh petugas pelayanan
penerbitan SKCK tidak hanya bersifat fisik

saja namun juga non fisik. Penampilan fisix
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m_asyarakat yang ddayam mengharapkan_.ﬁzi :
. » .;__penghargaan dan pe éyanan yang ..'t...l’ba_lk:"_--' o
Berdasarkan konsep Atep'-Adya ';Barata_ Lo

erwujud'mclalm pcriakuan pnb adi pemohon o




adalah segala sesuatu yang bcrhubungan
gafl' penampllan luar - seseorang yang
. __mudah ‘diamati ‘dan dinilai “oleh” ~orang
o sekehhngnya Penampllan “fisik secara
o disadan ‘atau ts,dak, dapat memmbulkan
: :_espon atau tanggapan tertentu dau orang
" Tain. Saat ini, penampilan fisik yang menarik
i udah’ dl_;achkan scbaga1 syarat tidak resmi
dl"_i beberapa lapangan pekerjaan Beberapa
lapangan pekerjaan ‘telah  menuntut
" ‘para pegawainya unfuk berpakzuan dan
E""'_i}berpenampllan baik dalam  menerima
"'_'konsumen Peran dari penampﬂan fisik
*adalah untuk memberikan deskripsi atau
i gambaran smgkat akan diri orang tersebut.
| "Penamp;lan non fisik adalah segala sesuatu
yang berhubungan dengan penampilan
seseorang berupa karakter yang sulit
- diamati secara kasat mata tapi dapat terlihat
*melalui ciri-ciri tingkah laku dan ekspresi
:wajah tutur kata dan sikap. Dari hasil
temuan penehnan penulis mendapatkan
gambaran bahwa penampilan (appearance)
 dari petugas pelayanan penerbitan ‘SKCK
"Satuan Intelkam Polres Banjarnegara belum
" 'sepenuhnya mencerminkan harapan dari
' masyarakat pemohon 4\ SKCK  khususnya
perihal penampilan fisik\Hal ini dapat
dibuktikan dari hasil wawaneara penulis
dengan para pemohon SKCK yaitu“masih
terdapat petugas yang menggunakan kaos
oblong pada saat memberikan pelayanan.

d. Perhatian (attention)

Ditinjau dari faktor perhatian (attention),
maka suatu pelayanan dikatakan berkualitas
jika petugas yang memberikan pelayanan
memiliki kemavan untuk mendengarkan
suara, keinginan atau aspirasi pelanggan,
dan kesediaan untuk selalu menyampaikan
informasi baru kepada masyarakat, Perhatian
(attention) dapat terwujud dengan adanya
kesediaan keterbukaan

atau petugas
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'.'-'f--:pel_ayanan SKCK terhadap saran dan kritik :":'5 5
terkait pelayanan yang telah diberikan. Dari =

hasil temuan penelitian, penulis memperoleh

gambaran bahwa perhatian yang diberikan
oleh petugas pelayanan penerbitan SKCK e
Satuan Intelkam Polres Banjarnegara belum "

maksimal. Keadaan ini tergambar melalui
hasil  wawancara pemulis dengan para

: pemohon SKCK dimana terkadang petugas

kurang peka dan peduli terhadap pemohon
SKCK.

. Tindakan (action)

Ditinjau dari faktor tindakan (aczien), maka
suatu pelayanan dikatakan berkualitas jika
petugas yang memberikan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Penyimpangan terhadap
perundang-undangan  yang
berlaku akan berakibat buruknyz penilaian
oleh masyarakat. Penguasaan terhadap
tugas pokok dan fungsi oleh petugas
pelayanan SKCK sangat diperlukan untuk
menghindari penyimpangan. Selain /itu
peran pimpinan sangat penting scbagai
pengawas, pengendalidan pemberi motivasi
bagi petugas pelayanan penerbitan SKCK.
Dari hasil temuan penelitian, penulis
memperoleh gambaranbahwa tindakan
pelayanan  SKCK*™'yang diberikan oleh
petugas pelayanan SKCK Satuan Intelkam
Polres

peraturan

Banjarnegara mengacu kepada
peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku yaitu Surat Keputusan Kapolri
No. Pol : SKEP/816/1X/2003, tanggal
17 September 2003 tentang Naskah
Sementara Petunjuk Lapangan Penerbitan
SKCK. Pemberian motivasi bagi petugas
pelayanan penerbitan SKCK tergambar
atau dinyatakan dari hasil wawancara
penulis dengan para Kasatker dalam hal
ini Dir Intelkam Polda Jateng, Kapolres
Banjarnegara, dan Kasat Intelkam.




ktor
“maka

o 3.'thm3au da“
i (accoum‘abzlzty),

‘memberikan - pelayanan mermhkl

N ~meminimalkan keruglan dan; ketzdakpuasan 0

| -_pelanggan sesuai dengan_ peraturan
' pcrunciang-undangan yang  berlaku.
Dalam  pelayanan  publik akuntabﬂltas

dapat merupakan pengetahuan dan adanya

. pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan,
. produk, keputusan dan kebijakan, termasuk
pula ..di /dalamnya administrasi . publik
pemerintahan, dalam
- lingkup ‘peran atau posisi ‘kerja. Tanggung
jawab - tersebut mencakup - adanya - suatu

dan  pelaksanaan

- kewajiban untuk melaporkan hasil setiap
- kegiatan, yang
~diberikan kepada penerima pelayanan dan

~dapat dipertanggung jawabkan bag1 tiap- uap
- tindakan yang sudah diambﬂ :

menjelaskan  pelayanan -

Faktor-faktor Yang Mempengaru.hl
Pelayanan SKCK oleh Satuan Intelkam

Polres Banjarnegara

Dalam memberikan “suatu pelayanan
kepada publik (pemohon/masyarakat), besar
kemungkinan akan terdapat faktor pendukung
dan penghambat baik dari pemberi jasa pelayanan
maupun yang menerima jasa pelayanan tersebut.
Oleh karena itu, penulis mengelompokkan hal-
hal apa saja yang menjadi penghambat dan
pendukung dalam proses pembuatan SKCK
oleh Satuan Intelkam Polres Banjarnegara.
Faktor-faktor dimaksud terdiri dari 2(dua)
faktor yaitu faktor internal dari pemberi jasa
pelayanan, dalam hal ini Polri dan faktor
eksternal dari penerima jasa pelayanan, dalam
hal ini masyarakat pemohon SKCK. Dalam
memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat pemohon SKCK, Kasat Intelkam

tanggung jewsb
suafu - pelayanan'_ sk
: .-'l'--:_ﬁdzkatakan berkuahtas Jlka petugas yang .
i sikap
'_'i:;'keberpmakan kepada pelanggan sebagal
o ~wujud kepedullan untuk menghmdarkan atau o
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_mendorong

'anggota untu.k. meiaksanakan.. tlulgas. dengan::'."_'

sebaik-baiknya, melakukan pengawasan rutin
kepada anggota terkait pelaksanaan  kegiatan
operasional _maupun. pelayanan masyarakat
Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis
d1pero}eh gambaran bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi pelayanan SKCK oleh Satuan
Intelkam Polres Banjarnegara antara lain :

Faktor faktor 1ntemal dan eksternai Fakeor-
faktor mtemal meliputi: =~

a. B1dang persomi

Umt pelayanan SKCK Satuan Intelkam
__Polres Banjarnegara dalam memberikan
penerbitan  SKCK kepada
masyarakat dilakukan _dengain menempatkan

pela_yanan _

personil sesuai dengan kemampuannya.
Namun di lain pihak jumlah personil yang
melayani  perlu penambahan khususnya
ketika  pemohon SKCK  mengalami
peningkatan seperti'saat penerimaan CPNS
dan_pasea-kelulusan sekolah. Hal ini dapat
terlihat dari hasil wawancara penulis dengan
para personil dalam unit pelayanan SKCK
Satuan Intelkam  Polres
dimana diperoleh informasi bahwa mereka
belum pernah mendapatkan pelatihan atau

Banjarnegara

pendidikan kejuruan untuk meningkatkan

pengetahuan dan  keterampilan dalam
pelaksanaan tugas.

b. Kemampuan petugas
Kemampuan petugas di dalam suatu

proses pelayanan seperti penerbitan SKCK
merupakan salah satu hal yang penting




elakukan tﬁgasnya dengan bmk Hai
dibuktikan - dari kemampuan petugas
am 1 mengoperas1kan komputer dan ndak
: 'ng'alarm kendala o '

i Sarana dan prasarana -

_"'_:':-Mehhat sxtuam dan temuan penelitian
di Satuan Intelkam Polres Banjarnegara
| "'dzketahuz bahwa sarana dan prasarana yang
' tersecha belum cukup memadai. Situasi

~dan temuan penelitian terkait sarana dan
prasarana yang terdapat di unit pelayanan
SKCK Satuan Intelkam Polres Banjarnegara
akan dapat menjadi faktor penghambat
dalam pelayanan penerbitan SKCK. Oleh
 karena itu perlu adanya peningkatan sarana
'dan:'praé:arana baik kuantitas dan kualitas
| sé_hingga pelayanan penerbitan dapat berjalan
| '_d_engan lebih baik Tagi.

. Pengawasan dan pengendalian dari atasan
langsung

Pengawasan  dan pengendalian yang
dilakukan oleh Kasat Intelkam Polres
Banjarnegara  terhadap unit pelayanan
SKCK sudah berjalan dengan cukup baik.
Kasat Intelkam sebagai atasan langsung unit
pelayanan SKCK melakukan pengawasan
tidak hanya terbatas pada administrasi SKCK
saja namun juga terkait proses operasional
yang dilakukan oleh unit pelayanan SKCK.
Pengawasan dan pengendalian dari atasan
langsung yang dilakukan secara rutin, terarah
dan terencana akan mencegah terjadinya
penyimpangan yang dilakukan oleh anggota
sehingga tujuan yang diinginkan oleh dapat
tercapai. Hal ini juga dapat menjadi salah
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o KmerJa Pela}'anan Satuan Intelkam Polres s Banjarnegara dalam Penerbitan SKCK i

‘satu faktor penentu dan faktor pendukung
: kcberhasﬂan pelayanan penerbitan SKCK
yang dilakukan oleh Satuan Intelkam .

"+ Polres Banjarnegara. Anggota yang diawasi -

~dan dikendalikan dengan baik oleh atasan
- langsung  akan meningkat dalam hal
- kedisiplinan ‘dan_tanggung Jawab selama
_ pelaksanaan tugas.

Faktor-faktor cksternal meliputi;

a. Kondisi sosial ekonomi

Berdasarkan temuan penelitianyangdiperoleh
oleh penulis mengenai Kota Banjarnegara,
penulis mendapatkan gambaran bahwa
Kota Banjarnegara merupakan Ibukota
Kabupaten dan masyarakat Banjarnegara
sebagian besar berpendapatan  rendah
sehingga penulis berpendapat bahwa kondisi
sosial ekonomi merupakan faktor eksternal
yang dapat menghambat pelaksanaan
pelayanan penerbitan SKCK. Namun dari
hasil wawancara selama penelitian, penulis
mendapatkan informasi bahwa biaya yang
dikenakan dalam pembuatan SKCK masih
wajar, masyarakat tidak merasa keberatan
dan sesuai dengan kemampuan’ ekonomi
masyarakat Banjarnegara.

. Kondisi sosial budaya

Proses  kehidupan masyarakat di Kota
Banjarnegara yang cukup tertib, tingkat
pendidikan masyarakat juga sudah baik
hal ini didukung sarana pendidikan telah
tersedia dan sebagian besar penduduk/
masyarakat telah mengenyam pendidikan
sampai tingkat pendidikan sekolah lanjutan
atas. Selain itu juga dari segi pekerjaan
sebagian besar masyarakat Kota Banjarnegara
didominasi oleh petani, pedagang, buruh dan
karyawan di perusahaan swasta. Kondisi
ini dapat menjadi faktor pendukung bagi
Polri dalam memberikan pelayanan yang




Banjamegara yang mengu.rus SKCK e

_ e51mpulan Dan Sa.ran :-':. :

" Banjarnegara masih belum sesuai dengan
v peraturan fatau ketentuan -yang berlaku

% di- . dalam  Surat - Keputusan @ :Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
- 63/Kep/MLPAN/7/2003 tentang. Pedoman
-~ Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pubhk,
“dan  Surat Keputusan  Kapolri: Nomor:
Skep/816/IX/2003  tentang  Naskah
.Sementara -Petunjuk Lapangan Penerbitan
SKCK. Adapun hal-hal yang masih belum
sesuaididalam prosedurpelayananpenerbitan
"":'_SKCK berdasarkan hasil penelitian yang

ditemukan oleh penu.hs antara lain :
1) Petugas pelayanan kurang k_omun_i_katif.
:2) - Petunjuk teknis pengisian blanko SKCK,

belum tersedia.

3) Database
- terkomputerisasi  dan

kriminalitas belum
terintegrasi
dengan satuan fungsi lainnya.

4) Sosialisasi mekanisme persyaratan
penerbitan SKCK sudah dilaksanakan

namun masih belum maksimal.

5) Ruangan dan petugas khusus untuk
pengaduan/komplain/keluhan  terkait
pelayanan SKCK belum tersedia.

6) Waktu pelayanan penerbitan SKCK
belum konsisten.

baik bag1 masyarakat khususnya masy_ ._":.akat

S - Berdasarkan ha311 penehtian tentaﬁg:_: -
_--:I{uahtas Pelayanan Penerbltan Surat Keterangan_._' | .
-.__.'_:-Catatan : Kepo]_lsmn (SKCK) oleh Satign |

- -berpedoman .
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e 8 "Kompetenm petugas _ ma31h kurang
“Intelkam Polres Banjarncgara, maka dapat_ P --fdlantaranya belum memlhkl pend.ldxkan'_

o :'.-.'_':.__.__'-mszmpuﬂ{an sebaga1 berikut :

a Pclayanan SKCK yang dlbcrlkan oleh
T unit pelayanan Satuan Inteikam Polres.

: _._-.keJuruan pakman yang tidak seragam
~ dansikapyangacuh terhadap rnasyarakat o
o -_pemohon SKCK ' - '

b Proses pencrbuan SKCK yang dﬂaksanakan o
o_leh:qmt__ pelayanan SKCK Satuan Intelkam
... Polres -~ Banjarnegara -

sebagian  sudah

- memenuhi konsep kualitas pelayanan yang

. diharapkan masyarakat. Hal ini dibuktikan

. dengan sikap petugas pelayanan SKCK yang
_éu_kup sopan.dan ramah dalam memberikan

4 _'pelayanax'_l; petugés ‘memberikan pelayanan

ketentuan.  perundang-

undangan . yang . berlaku  dan  petugas
bertanggung  jawab - dalam pelaksanaan
- tugasnya. ‘Adapun konsep-konsep/ kualitas

pelayanan yang belum terpenuhi diantaranya
: petugas pelayanan SKCK masih terkesan
kurang komunikatif dan kaku,

. -Dalam . pelayanan «SKCK yang dilakukan

oleh Satuan“Intelkam Polres Banjarnegara,
masih ditemukan adanya faktor penghambat
yang mempengaruhi kualitas pelayanan
SKCK, terutama dari faktor Internal, dimana
masih  kurangnya kemampuan petugas
untuk pelayanan SKCK, keterbatasan sarana
prasarana,seperti ruang pelayananyang belum
memadai, ruang tunggu yang belum memadai,
dan gudang penyimpanan arsip SKCK yang
tidak representatif lagi. Sedangkan faktor
pendukung yang mempengaruhi kualitas
pelayanan  SKCK  diantaranya  jumlah
petugas pelayanan SKCK sudah mencukupi,
pengawasan dan pengendalian dari atasan

.-'_-:_diantaranya mesm fotocopy yang.tlda
tersedia, ruangan’ khusus - penglisian.ﬁfii'-:'_'-'._
! ._blanko SKCK beium tersed;a alat__'.-_': '
- wulis belum tersedla dan gudang_'_':'i:_ o
S penyimpanan berkas SKCK yang tidak_: e

s rcprcsentatif Iag1




erencana, blaya penerbltan SKCK
3 dah sesuai dengan kemampuan ekonomi
'masyarakat ‘Banjarnegara, ‘dan kelndupan
-~ sosial budaya masyarakat Banjarnegara yang
temb dan stabil. - EREE

A.dapun ' sarah L yang d1ber1kan dan
"-d1tawarkan bcrdasarkan ‘hasil penehtlan antara
: 'laln : Pzl s

a. Pelayanan yang diberikan pada saat ini agar
tetap dipertahankan dan dapat ditingkatkan
lagi pada masa yang akan datang sebagai
~wujud memberikan pelayanan terbaik bagi

- masyarakat/pemohon SKCK. Peningkatan
~dimaksud dapat dilakukan melalui upaya-
upaya seperti peningkatan pengetahuan dan

- keterampilan ‘petugas pelayanan penerbitan
'SKCK melahui pelatihan rutin dua kali dalam
seminggu, pengajuan kepada pimpinan bagi
-anggota yang belum mengikuti pendidikan
“kejuruan serta pengajuan pengadaan sarana
dan prasarana yang kurang agar direncanakan

di dalam DIPA Polres Banjarnegara.
b. Efektifitas kinerja petugas pelayanan SKCK

melalui bimbingan teknis dan pembinaan
operasional oleh Kanit Yanmin, KatrBin Ops
Satuan Intelkam maupun Kasat Intelkamw
yang berbentuk pengawasan melekat dalam
setiap pelaksanaan tugas serta pemberian
reward dan punishment bagi anggota,

¢. Penyusunan dan penerapan standar kinerja
yang jelas serta konsisten bagi anggota Polres
Banjarnegara sehingga indikator keberhasilan
pelaksanaan tugas dapat terukur,
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